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B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang
Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Permendagri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan dan
Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa

Permendagri Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Pedoman Administrasi Desa

Permendagri Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Pelatihan Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa/Kelurahan

Permendagri Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Tata Cara
Pelaporan Dan Pertanggung-jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Desa

Permendagri Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Kerjasama Desa

Permendagri Nomor 49 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Yogyakarta dan Lampung
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